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SINERGI TEORI MULTI LEVEL GOVERNANCE DAN TRUST-INVOLVEMENT DALAM 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI INDONESIA



PENJELASAN 
Kebijakan penurunan angka stunting di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan
kolaboratif, yang melibatkan berbagai aktor dari tingkat pusat hingga lokal. Studi ini mengintegrasikan
teori Multi-Level Governance (MLG) dan Trust and Involvement dalam pelaksanaan kebijakan
penurunan stunting di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan koordinasi lintas
tingkat pemerintahan yang efektif sekaligus membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat
dalam pelaksanaan kebijakan. Studi ini berfokus pada bagaimana kedua teori tersebut dapat saling
melengkapi dalam menciptakan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan untuk mengurangi angka
stunting

Integrasi Multi-Level Governance dan Trust and Involvement dalam kebijakan penurunan stunting di
Indonesia menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk keberhasilan implementasi kebijakan.
MLG memungkinkan adanya koordinasi dan distribusi sumber daya yang lebih baik di seluruh tingkatan
pemerintahan, sedangkan Trust and Involvement memastikan keterlibatan aktif masyarakat, yang
penting untuk perubahan perilaku jangka panjang. Hasilnya adalah kebijakan yang lebih fleksibel,
adaptif, dan berkelanjutan. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan mencakup pengembangan indikator
spesifik yang mengukur tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penurunan
stunting.



MODEL IMPLEMENTASI PARIWISATA ADAT DI PROPINSI LAMPUNG

Masalah dalam 

Pengembangan 

Desa Adat

Model 

Implementasi

yang Cocok

Penjelasan Model Strategi Implementasi

Kurangnya pelibatan

masyarakat adat dalam 

perumusan kebijakan

Model Bottom-Up Memberikan otonomi kepada

masyarakat adat untuk menyusun

dan melaksanakan kebijakan

yang sesuai dengan tradisi lokal

mereka.

Melibatkan masyarakat adat dalam setiap

tahap perumusan kebijakan melalui

musyawarah adat dan pemberdayaan lokal.

Keterbatasan sumber

daya ekonomi dan 

infrastruktur

Model Kolaborasi

Jaringan (Network 

Collaboration Model)

Melibatkan berbagai pemangku

kepentingan (pemerintah, 

komunitas, sektor swasta) untuk

bersama-sama mengelola sumber

daya dan infrastruktur pariwisata.

Membangun kemitraan antara pemerintah, 

masyarakat adat, dan sektor swasta untuk

meningkatkan investasi dan pengembangan

infrastruktur desa adat.

Kurangnya koordinasi

antara pemerintah

pusat, daerah, dan 

komunitas adat

Multi-Level Governance Koordinasi antara berbagai tingkat

pemerintahan (pusat, daerah, dan 

desa) untuk menyelaraskan

kebijakan dan sumber daya.

Memfasilitasi forum lintas tingkat pemerintahan

untuk merumuskan kebijakan terpadu dengan 

masyarakat adat sebagai aktor utama

Ancaman terhadap 

pelestarian budaya dan 

lingkungan karena 

pariwisata masa

Trust and Involvement 

Model

Membangun kepercayaan antara

pemerintah dan masyarakat adat

melalui keterlibatan langsung

dalam pengambilan keputusan

dan pelaksanaan kebijakan

Melibatkan masyarakat dalam monitoring dan 

evaluasi untuk memastikan program pariwisata

adat berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya

dan keberlanjutan lingkungan.
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